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ABSTRAK 

 

Konfigurasi norma hukum Islam dalam sistem hukum yang plural di 

Indonesia selain berdasarkan norma yang dibuat oleh lembaga legislatif juga dapat 

dilihat berdasarkan putusan lembaga yudikatif. Putusan MK sebagai salah satu 

hukum positif akan berhubungan langsung dengan pluralisme masyarakat 

Indonesia. Bagaimana eksistensi hukum Islam dalam putusan MK tersebut akan 

dikaji dengan konsep pluralisme hukum. Putusan MK dalam berbagai judicial 

review terhadap UU PKH menunjukkan variasi baru yang berbeda dengan 

ketentuan UU. Putusan MK menimbulkan norma baru, sehingga bagaimana 

ketentuan tersebut akan dianalisis kritis berdasarkan konsep hukum progresif. 

Permasalahan akademik ketiga menunjukkan bagaimana putusan MK yang 

bertolak belakang dengan UU tersebut dikaji berdasarkan konsep peradilan dam 

pembuatan hukum dalam Islam. Sehingga permasalahan tersebut dianalisis dengan 

siyāsah qadāiyyah. 

Penelitian ini dirangkai berdasarkan metode penelitian hukum doktrinal. 

Penelitian yang terdiri dari dua jenis variabel sehingga dapat dikelompokkan 

menjadi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. UU 

yang dijadikan sebagai basis data adalah UU PKH dan hasil putusan Mahkamah 

Konstitusi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder 

tersebut berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer berupa UU PKH dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi  dan bahan hukum 

sekunder berupa artikel hukum yang merujuk pada problem akademik penelitian 

ini. Data dikumpulkan melalui 3 rangkaian berupa studi dokumen, studi 

kepustakaan, dan studi arsip dari website resmi Mahkamah Konstitusi RI. Data yang 

dikumpulkan kemudian di analisis dengan memanfaatkan teknik analis data 

kualitatif. 

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil 

penelitian mencakup tiga temuan penting dalam pengembangan studi hukum tata 

negara dalam perspektif Islam. Ketiga temuan dalam penelitian ini berupa, pertama 

temuan yang menyatakan bahwa berdasarkan indikator yang dikembangkan 

berdasarkan teori pluralisme hukum MK dapat dikategorikan mampu 

menyeimbangkan antara hukum Islam, hukum Adat dan hukum Positif dalam 

sistem hukum yang plural. Kedua, berdasarkan indikator yang dikembangkan 

dalam teori hukum progresif MK dalam hal pergeseran kewenangan menjadi 

pembuat norma baru adalah merupakan upaya respons atas perubahan sosial 

masyarakat, interpretasi yang dinamis, serta atas pemberdayaan hukum yang 

minoritas. Temuan ketiga menyatakan bahwa MK dalam desain peradilan koheren 

dengan konsep siyāsah qadāiyyah berdasarkan indikator independensi dan putusan 

yang progresif. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, UU PKH. 
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ABSTRACT 

 

 

The configuration of Islamic legal norms in a plural legal system in 

Indonesia in addition to norms made by the legislature can also be seen based on 

the decisions of the judiciary. The decision of the Constitutional Court as one of the 

positive laws will be directly related to the pluralism of Indonesian society. How 

the existence of Islamic law in the Constitutional Court decision will be studied with 

the concept of legal pluralism. The Constitutional Court's rulings in various judicial 

reviews of the PKH Law show new variations that are different from the provisions 

of the Law. The Constitutional Court's decision gave rise to a new norm, so how 

the provision will be critically analyzed based on progressive legal concepts. The 

third academic problem shows how the Constitutional Court's decisions that 

contradict the law are studied based on the concept of justice and law-making in 

Islam. So the problem is analyzed with siyāsah qadāiyyah. 

This research is assembled based on doctrinal legal research methods. 

Research consists of two types of variables so that it can be grouped into analytical 

descriptive research. The approach used in this study is the statutory approach and 

the case approach. The law that is used as a database is the PKH Law and the result 

of the Constitutional Court decision. The data in this study consisted of secondary 

data. The secondary data is in the form of primary legal material and secondary 

legal material. Primary legal material in the form of PKH Law and the results of 

Constitutional Court decisions and secondary legal material in the form of legal 

articles that refer to academic problems of this research. Data was collected 

through 3 series in the form of document studies, literature studies, and archival 

studies from the official website of the Constitutional Court of the Republic of 

Indonesia. The collected data is then analyzed by utilizing qualitative data analysis 

techniques. 

Based on a systematic research framework, the results include three 

important findings in the development of constitutional law studies in an Islamic 

perspective. The three findings in this study are, first, the findings that state that 

based on indicators developed based on the theory of legal pluralism, MK can be 

categorized as able to balance between Islamic law, customary law and positive 

law in a plural legal system. Second, based on the indicators developed in the 

progressive legal theory of the Constitutional Court in terms of shifting authority 

to become a new norm maker is an effort to respond to social changes in society, 

dynamic interpretation, and to the empowerment of minority laws. The third finding 

states that the Constitutional Court in judicial design is coherent with the concept 

of siyāsah qadāiyyah based on indicators of independence and progressive rulings. 

 

Keywords: Islamic Law, Judicial Review, Constitutional Court, PKH Law. 
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MOTTO 

 

فَٱنصَبْ فإَِذَا فَ رَغْتَ   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan tesis ini adalah 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan 

sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi 

Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin:  

Tabel 1. Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ... 
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Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -

 fa`ala  فَ عَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

C.  َحَوْل haulMaddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 Tabel Transliterasi Maddah 

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas اَ...ىَ... 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ... 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرَةُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “i” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 
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 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا  - ي ْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِلِِ  الأمُُوْرُ جََِ

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Sumber: Dikutip dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. 
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KATA PENGANTAR 

 

     ﷽ 

 

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh 

 

نُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ  شُرُوْرِ أنَْ فُسِنَا، وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلاَ  إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِّ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِي ْ

دُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُُ.  مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ َ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَريِْكَ لَهُ , وَأَشْهَ 

هِ وَصَحْبِهِ اَجََْعِيَْ. أمََّا بَ عْد الَلَّهُمَّ صَلِ  وَسَلِ مْ وَبَِركِْ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلِ   

Segala puji dan syukur kepada Allah جل جلاله. Tuhan semesta alam yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Selawat serta 

salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, sosok seorang panutan 

umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini 

bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga 

penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya 

agar selalu berada dalam kebaikan.  

Tesis ini berjudul “KONFIGURASI HUKUM ISLAM DALAM 

PUTUSAN JUDICI[AL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP 

UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN 

KESEHATAN HEWAN”  di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat 

gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu 

pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga 
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tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit 
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selaku wakil dekan III. 

3. Bapak Dr. M. Nur., M. Ag telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam 

menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga 

dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan 

berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik. 

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Magister 

Ilmu Syariah. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilahirkan pada 

tanggal 4 Juni 2009, kemudian dinamakan  Undang-undang Nomor 18  Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Dasar normatif atas 

munculnya UU tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), 

Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Perspektif Sosiologis, pembentukan UU PKH adalah 

mewujudkan kesejahteraan rakyat terkait pendayagunaan kesehatan hewan, 

peternakan yang maju, serta konsep kehalalan hewan. Berlakunya UU PKH secara 

langsung telah mencabut konstitusional berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Tanggal 17 Oktober 2014 secara resmi terjadi perubahan atas beberapa 

pasal yang terkandung dalam UU PKH selanjutnya disebut dengan UU Nomor  41 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009  

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejarah metamorfosis UU PKH 

selanjutnya terjadi pada tahun 2020 dengan di undangkannya UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Problematik formal dan materiil UU tersebut 

melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 

Tahun 2022, kemudian PERPU tersebut ditetapkan menjadi UU pada tahun 2023 

selanjutnya disebut dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. 
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Anggapan kerugian konstitusional oleh beberapa warga negara atas 

berlakunya UU PKH selanjutnya berakhir dengan pengujian UU tersebut ke 

Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang lazim terjadi karena beberapa pasal dalam 

UU PKH mengakomodasi substansi agama Islam. Pluralisme agama yang di anut 

di Indonesia adalah alasan pembenaran lazimnya judicial review tersebut. 

Contohnya adalah terkait kewajiban sertifikat halal atas hewan atau produk hewan 

yang masuk ke Indonesia membawa para pengusaha hewan yang haram 

menggugat ketentuan norma tersebut. Oleh karena itu ketentuan norma hukum 

positif dapat berbeda dengan ketentuan norma hukum dan kebijakan yang lain. 

 Dinamika butir hukum Islam yang terdapat dalam UU PKH tergambar 

dalam Pasal 58 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Produk hewan yang diproduksi 

di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.” Hal ini tentu 

bertolak belakang dengan beberapa jenis pekerjaan yang ada di wilayah Indonesia. 

Dalam konteks keindonesiaan, pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner 

seperti daging anjing dan babi tentu akan bertentangan dengan konteks substansi 

Pasal 58 ayat (4) tersebut. Akan tetapi konstitusi memberikan amanah kepada 

negara melalui Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan hak kepada setiap 

warga negara atas pekerjaan yang layak. 

 Hal tersebut terbukti nyata pada tahun 2010 terdapat 4 pihak yang bekerja 

sebagai wiraswasta (dalam hal ini penjual telur, penjual daging babi, penjual 

daging anjing, serta peternak babi) merasa haknya untuk mendapatkan pekerjaan 

dan perlindungan pekerjaan dari negara terhambat dengan berlakunya ketentuan 
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Pasal tersebut. Sehingga keempat warga negara tersebut mengajukan pengujian 

undang-undang tepatnya pengujian konstitusionalitas Pasal 58 ayat (4) tersebut ke 

Mahkamah Konstitusi. 

 Duduk perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 58 ayat (4) sebagai 

representasi butir hukum Islam berkaitan dengan sertifikat halal dan sertifikat 

veteriner. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang melakukan 

kegiatan untuk mencari kebutuhan hidup keluarga dengan berdagang telur ayam. 

Pemohon II merupakan seorang penjual daging babi eceran di Pasar Badung Bali 

dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup. Pemohon ke III merupakan 

warga negara Indonesia asal Kampung Melayu dalam kesehariannya merupakan 

pedagang daging anjing dan babi yang diolah sehingga siap saji. Sedangkan 

Pemohon ke IV adalah seorang peternak babi. 

 Berdasarkan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh keempat pemohon 

tersebut merupakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan 

kehidupannya. Hal ini secara jelas dilindungi haknya dalam ketentuan Pasal 27 

ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Akan tetapi dengan berlakunya Pasal 58 ayat 

(4) UU PKH mengancam keberlangsungan usaha dan pekerjaan dari keempat 

pemohon tersebut. Pemohon mendalilkan berlakunya pasal tersebut membuat 

mereka akan kehilangan pekerjaan. Sehingga pemohon berusaha membatalkan 

norma Pasal 58 ayat (4) tersebut ke MK. 

 Terhadap UU PKH sendiri sejauh penelitian ini terdapat beberapa Pasal 

atau muatan materi yang telah diajukan judicial review ke MK dan telah 

diputuskan. Putusan judicial review terhadap UU PKH tersebut adalah Putusan 



4  

 

 

Nomor 137/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011, Putusan Nomor  

117/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor  129/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 

64/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 105/PUU-XX/2022. 

 Karakter putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap keenam putusan atas 

permohonan judicial review tersebut berbeda-beda. Setidaknya terdapat tiga 

karakter putusan yang berbeda atas putusan tersebut. Putusan yang menyatakan 

permohonan ditolak untuk seluruhnya, permohonan yang menyatakan 

permohonan dikabulkan untuk sebagian, dan permohonan yang tidak dapat 

diterima. Karakter permohonan kedua merupakan salah satu permasalahan 

akademik dalam penelitian ini. 

 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Pasal yang diuji 

terhadap Konstitusi pada awalnya adalah bertentangan dengan Konstitusi. Akan 

tetapi MK dalam hal ini mencoba untuk membuat terobosan hukum baru supaya 

apabila Pasal yang di uji tersebut dibatalkan tidak terjadi kekosongan hukum pasca 

putusan. Sehingga dalam hal ini MK menyatakan bahwa Pasal yang di uji 

bertentangan dengan Konstitusi akan tetapi akan tetap memiliki legalitas 

konstitusional apabila dimaknai dengan pemaknaan baru yang dibuat oleh MK 

sendiri. Hal ini merupakan  langkah progresif dalam putusan MK. Karakter 

putusan tersebut mencerminkan terjadinya peran MK dari negative legislature ke 

arah positive legislature. 

Penelitian ini dikaji berdasarkan gabungan teori dan konsep yang saling 

terintegrasi. Salah satunya adalah teori semi autonomus social field oleh Sally Falk 

Moore, konsep hukum progresif yang disuarakan oleh Satjipto Rahardjo, konsep 
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pluralisme hukum Jhon Griffiths. Substansi norma hukum Islam yang terkandung 

dalam UU PKH di analisis berdasarkan beberapa putusan MK atas uji materiil 

beberapa pasal. Dasar analisis tersebut selain berdasarkan pluralisme hukum juga 

memanfaatkan teori Hukum Progresif. Posisi MK sebagai wasit atas tarik ulur 

kepentingan sebagian warga negara atas pengujian materiil UU PKH. Oleh karena 

itu pertimbangan hukum  MK sebagai wasit dan posisi MK sebagai lembaga 

peradilan selanjutnya akan  dilihat dari perspektif yang berbeda. 

Siyāsah qadāiyyah sebagai pisau analisis terkait posisi MK sebagai 

lembaga peradilan menjadi perspektif atas progresivitas lembaga MK atas putusan 

yang menambahkan norma hukum baru. Pandangan dari perspektif berbeda ini 

merupakan usaha untuk melakukan penelitian yang integratif dan interkoneksi 

antara teori-teori umum dan teori-teori ilmu syariah. 

B. Rumusan Masalah 

 

Mengacu pada problem akademik pada bagian latar belakang di atas 

tentang bagaimana MK melalui putusannya bertindak sebagai pemain baru dalam 

legislasi Nasional maka penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana eksistensi konfigurasi hukum Islam dalam UU Peternakan dan 

Kesehatan Hewan pasca dinamika putusan judicial review Mahkamah 

Konstitusi? 

b. Mengapa terjadi pergeseran putusan MK dari negative legislature ke arah 

positive legislature dalam kerangka konsep hukum progresif? 

c. Bagaimana wewenang kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam konsep 
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Fikih Peradilan dalam memutus judicial review? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan uraian rumusan pokok permasalahan di atas, setidaknya 

penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi pluralisme hukum memandang eksistensi 

hukum Islam dalam putusan MK terkait judicial review. Kedua, untuk eksplorasi 

pandangan hukum progresif terhadap putusan judicial review MK terhadap UU 

PKH. Ketiga, untuk menjelaskan pandangan siyāsah qadāiyyah dan terhadap 

putusan judicial review MK terhadap UU PKH. 

Kegunaan penelitian ini secara umum dikelompokkan pada kegunaan 

teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan  mampu mengisi ruang 

kosong dalam studi ketatanegaraan di Indonesia dalam sektor kelembagaan MK. 

Sehingga dapat dijadikan referensi baru untuk penelitian secara berkelanjutan. 

Secara praktis penelitian ini dijadikan sebagai argumentasi dan referensi dalam 

penelitian baru terkait kewenangan MK yang bersifat positive legislature dalam uji 

materiil UU yang memiliki nuansa hukum Islam di dalam substansinya. 

D. Telaah Pustaka 

 

Penelitian terkait dengan putusan MK telah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Pada bagian sub-bab ini akan di uraikan beberapa contoh penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah pustaka ini dikelompokkan 

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah penelitian tentang putusan MK 

yang berkaitan dengan uji materiil UU yang substansinya adalah hukum Islam. 

Kedua, kelompok penelitian yang berkaitan dengan putusan MK yang berkarakter 

positive legislature. 
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Pada kelompok penelitian pertama ini menekankan pada beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan MK terhadap uji materiil UU 

tentang hukum Islam. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh M. Nur Hasan 

Latief pada tahun 2015 dengan judul Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam 

Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 Tentang 

Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan 

memanfaatkan pendekatan hermeneutika. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori Elemen Sistem Hukum dan teori  Hukum Progresif. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa implikasi putusan MK yang tertuang dalam putusan tersebut 

membuat sistem hukum menjadi lebih terbuka atas interpretasi anak yang lahir di 

luar pernikahan sah. Implikasi putusan tersebut adalah rekonstruksi kedudukan 

anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan di luar pernikahan yang sah 

menjadi sama di hadapan  hukum.1 Penelitian yang mirip juga pernah dilakukan 

oleh Wagino Edy Rustanto (2015)2, Gita Sevtania Wardhani (2016)3, Dewi Astuti 

 
1 M. Nur Hasan Latief, "Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah," Disertasi 

Universitas Islam Indonesia (2015), hlm. XIV). 

2 Wagino Edy Rustanto, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU- 

VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap 

Status Keperdataan Anak Luar Kawin Dan Mekanisme Penuntutannya," Tesis Universitas Gadjah 

Mada (2015). 

3 Gita Sevtania Wardhani, "Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya 

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam(Studi 

Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013//PA.JS)," Tesis Universitas Gadjah Mada (2016). 
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(2017)4, Novi Setyorini (2018)5, Rendika Aris Yudhanto (2020)6. 

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Intan Griya Purnamasari pada tahun 

2020 dengan judul Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah dalam 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

93/PUU-X/2021. Penelitian ini merupakan penelitian putusan MK terkait dengan 

uji materiil UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendekatan yang 

dijadikan sebagai alat bantu penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan 

dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga yang 

berwewenang untuk menyelesaikan permasalahan arbitrase syariah adalah 

pengadilan agama. Kemudian apabila terdapat kejadian di mana  pengadilan negeri 

melakukan eksekusi terhadap putusan Basyarnas maka legal          tapi tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat.7 Penelitian yang sejenis juga di lakukan oleh Analisa 

Ilmiyah (2016).8 

Disertasi yang ditulis oleh Sumadi Matrais pada tahun 2006 dengan 

mengangkat judul Kemandirian Peradilan Agama dalam Konteks Pasal 49 Ayat 

 
4 D Astuti, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas 

Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," Tesis 

Universitas Islam Indonesia (2017), hlm. xii 

5 Novi Setyorini, "Implikasi Yuridis Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak 

Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, " Tesis 

Universitas Gadjah Mada (2018). 

6 Rendika Aris Yudhanto, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 

Hukum Islam," Tesis Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. xiv. 

7 Intan Griya Purnamasari, "Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- 

X/2012," Tesis Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 143. 

8 Analisa Ilmiyah, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- 

X/2012 Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Asas Kebebasan Berkontrak 

Dalam Perjanjian” (Universitas Gadjah Mada, 2016). 
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(1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo 

Pasal 49 Dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 termasuk dalam penelitian normatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis. Teori 

yang digunakan adalah teori Negara Hukum, teori Pemisahan Kekuasaan, teori 

Hukum Islam. Kesimpulan umum pada penelitian ini bahwa pengembangan 

eksistensi peradilan agama oleh teori “Tiga Pilar”. Maksudnya adalah memiliki 

tiga kemandirian dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kemandirian 

badan peradilan agama, kemandirian organ pelaksana, dan kemandirian sarana 

hukum sebagai rujukan.9 

Artikel yang ditulis oleh Daniel Peterson dengan judul Constitutional 

Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari’a Banking Dispute Resolution. 

Penelitian ini membahas tentang putusan MK yang menguji UU Perbankan 

Syariah tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kesimpulannya 

menunjukkan bahwa putusan MK ini belum memberikan kepastian hukum yang 

lebih baik. Akan tetapi terlihat usaha yang lebih baik dari MK untuk 

memprioritaskan dan mengedepankan norma dan status hukum Islam di tingkat 

Nasional.10 

 
9 Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) Dan 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 Dan Pasal 50 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Disertasi Universitas Islam Indonesia (2014), hlm. xiv. 

10 Daniel Peterson, "Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari’a Banking 

Dispute Resolution," Australian Journal of Asian Law, Vol. 20:2 (2020), hlm. 397. 
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Penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh 

Dian Agung Wicaksono, dkk. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana 

penuangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia melalui 

pengujian undang-undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pola 

justifikasi penuangan hukum Islam melalui pengujian undang-undang melalui tiga 

tipe permohonan. Mempermasalahkan intervensi negara atas pelaksanaan  hukum 

Islam, pelaksanaan administrasi pelaksanaan hukum Islam, dan permintaan 

penuangan hukum Islam dalam hukum positif. Penelitian dilakukan atas putusan 

MK yang bermuatan hukum Islam sejak tahun 2003 sampai dengan 2019.11 

Kajian pustaka kelompok kedua merupakan beberapa contoh penelitian 

yang mengkaji putusan-putusan MK yang bersifat positive legislature atau 

terdapat preferensi norma baru yang ditambahkan oleh MK supaya materi muatan 

ayat yang di uji tetap bersifat konstitusional terhadap konstitusi. Beberapa 

penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hakim 

Albana pada tahun 2016 dengan judul Positive Legislature dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode 

normatif yang mengedepankan studi kepustakaan dengan data sekunder. Data-data 

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di analisis 

menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian mengungkapkan 

bahwa latar belakang MK mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislature 

 
11  Dian Agung Wicaksono, Faiz Rahman, and Khotibul Umam, "Pemetaan Pola 

Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam, " 

Jurnal Konstitusi, Vol. 18:3 (2022), hlm. 504 
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adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara atas kekosongan 

hukum setelah dikabulkannya suatu permohonan. Karakter putusan demikian 

bersifat final dan mengikat.12 Konteks implikasi atas putusan positive legislature 

putusan MK juga diteliti oleh Aninditya Eka Bintari (2015)13. 

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh M. Nassir Agustiawan pada tahun 

2012 dengan judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan 

Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 perihal 

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Penelitian ini tergolong 

pada penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan pendekatan kasus. Kesimpulan 

penelitian menerangkan bahwa kebijakan MK untuk menambahkan norma baru 

merupakan cerminan konstruksi hukum dalam membangun putusan yang 

berkeadilan.14 Tahun 2016 Ahmad Riski meneliti beberapa putusan MK yang 

bersifat mengatur.15  Selanjutnya berdasarkan konteks perumusan norma baru 

dalam putusan MK juga telah diteliti oleh Kurniawan (2018).16  Tahun 2020 Indra 

 
12 Hakim Albana, "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Tesis 

Universitas Gadjah Mada (2016) 

13 Aninditya Eka Bintari, "Implikasi Putusan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional," Tesis Universitas Gadjah Mada 

(2015). 

14 M. Nassir Agustiawan, "Judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan 

Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 Perihal Pengujian UU 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," Tesis Universitas Islam Indonesia (2012), hlm. ii. 

15 Ahmad Riski, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive 

Legislature) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, " Tesis Universitas Andalas, (2016), hlm. ii. 

16 Kurniawan, "Perumusan Norma Baru Dalam Undang-Undang Melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi" Tesis Universitas Gadjah Mada (2018). 
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Fatwa meneliti putusan MK yang bersifat positive legislature.17 

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi 

Pratiwi pada tahun 2022 dengan judul Positive Legislature dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Artikel ini ditulis menggunakan metode hukum  normatif. Hasil 

penelitian menggambarkan bahwa progresivitas dalam membangun upaya hukum 

dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu. Jika putusan bersifat self executing 

masih membutuhkan prosedur birokratis bagi putusan agar dapat dilaksanakan 

secara konsekuen sesuai prinsip erga omnas.18 Penelitian yang serumpun juga 

dilakukan oleh Siddik dan Puji (2022).19 

Sejauh hasil penelusuran dan telaah beberapa penelitian sebelumnya 

ditemukan benang merah persamaan dengan pokok penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti. Di antara titik persamaan tersebut adalah mengangkat isu-

isu hukum Islam yang hidup dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kemudian 

menjadikan putusan MK sebagai objek penelitian. Selanjutnya pada beberapa titik 

juga terdapat perbedaan yang signifikan sehingga perbedaan tersebut menjadi 

kebaruan dalam penelitian ini. Kebaruan  tersebut adalah penelitian ini mengkaji 

putusan judicial review MK atas ketentuan hukum Islam dalam UU PKH. 

 
17 Indra Fatwa, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive 

Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif ," Journal Equitable, Vol. 5:2 (2020), hlm. 

1. 

18 Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, "Positive Legislature Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang," Jurnal Konstitusi, Vol. 19:4 (2022), hlm. 933. 

19 Ramadhan Siddik Pane dan Puji Kurniawan, "Putusan MK Yang Bersifat Positif 

Legislature, " El-Thawalib, Vol. 3:4 (2022), hlm. 625. 
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Kemudian penelitian ini fokus terhadap pertimbangan hukum MK dan kebijakan 

MK dalam membuat norma baru sebagai upaya dalam menjaga eksistensi nilai-

nilai hukum Islam yang diajukan oleh pemohon uji materiil. Sehingga 

berdasarkan putusan tersebut dalam menjaga dan merumuskan nilai-nilai hukum 

Islam dalam sistem perundang-undangan Indonesia MK hadir sebagai pemain 

baru dalam sistem legislasi nasional. 

E. Kerangka Teori dan Konsep 

 

Konteks hukum dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, 

perubahan hukum menunjukkan kompleksitas yang beragam. Hukum tidak hanya 

berdasarkan aturan yang disahkan oleh negara dan badan legislasi, akan tetapi 

mencakup norma-norma yang muncul secara spontan dalam kehidupan sosial. 

Dalam dimensi lain, perubahan sosial kemasyarakatan menuntut progresivitas 

aturan dan norma untuk mengikuti perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum dan perubahan sosial kemasyarakatan saling mempengaruhi. 

Untuk mendukung analisis yang lebih kritis terhadap perubahan sosial 

kemasyarakatan terhadap dinamika hukum yang majemuk, dalam penelitian ini 

penulis menguraikan berdasarkan beberapa kerangka teori dan konsep. Teori Semi 

Autonomus Social Field oleh Sally Falk Moore, Konsep Hukum Progresif Satjipto 

Rahardjo, dan Konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi. 

1. Teori Semi-Autonomous Social Fields 

Sally Falk Moore seorang pakar antropologi hukum dari Harvard 

University, dengan baik memunculkan hubungan hukum dengan perubahan-

perubahan sosial. Dalam teorinya, Sally menyatakan bahwa fenomena hukum 
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yang memiliki legalitas di tengah masyarakat bukan hanya yang diberlakukan oleh 

negara, akan tetapi norma-norma hukum yang muncul spontan dari interaksi sosial 

merupakan hukum yang legal. Sally dalam salah satu tulisannya yang berjudul 

Law And Social Change: The Semi-Autonomous Social Field As An Appropriate 

Subject Of Study menyatakan: 

These examples all involve at least two kinds of rules: rules that were 

consciously made by legislatures and courts and other formal agencies to 

produce certain intended effects, and rules that could be said to have 

evolved "spontaneously" out of social life. Rules of corporate 

organizations, whether they are the laws of a polity or the rules of an 

organization within it, frequently involve attempts to fix certain relation- 

ships by design.20 

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara 

hukum dan dinamika sosial kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu 

mendapatkan intervensi dari perilaku dan pola hubungan sosial. Sebaliknya 

dinamika perubahan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh legislasi formal yang 

dibuat oleh negara dan badan legislasi akan tetapi dapat juga dipengaruhi oleh 

norma-norma non-legal yang ada di masyarakat. 

Lebih lanjut Sally menyatakan bahwa dalam konteks pluralisme hukum 

konsep semi-autonomous social field fokus pada pola hubungan antara hukum 

formal, norma non formal, dan norma dalam masyarakat. Sehingga hal ini 

menguatkan tesis yang pertama tentang hukum bukan hanya norma dan aturan 

yang diberlakukan oleh negara akan tetapi terdapat hukum yang spontan hasil dari 

interaksi sosial kemasyarakatan. Sally menyatakan: 

It would take this discussion far afield to enumerate all the laws that 

impinge on the individuals in the garment in- dustry, from traffic laws to 

 
20 Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an 

Appropriate Subject of Study,” Law & Society Review, Vol. 7:4 (1973), hlm. 744. 
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the rights and obligations of citi- zenship, but it is useful to emphasize that 

of the tremendous body of rules that envelop any social field, only some 

are significant elements in the bargaining, competing, and ex- changing 

processes, while the rest are, so to speak, in the back- ground. Moreover, 

the moment that one focuses attention on these processes of competition, 

negotiation, and exchange, one becomes equally aware of the importance 

of binding rights and obligations that are not legally enforceable. The legal 

rules are only a small piece of the complex.21 

Lantas bagaimana teori semi-autonomous social field yang dikemukakan 

oleh Sally Falk Moore ini relevan dengan kajian hukum dalam konteks 

kemajemukan hukum?. Berdasarkan tulisan Sally tersebut di atas, konsep semi-

autonomous social field memiliki kapasitas untuk menghasilkan aturan-aturan dan 

memaksa kepatuhan. Akan tetapi terdapat matriks sosial kemasyarakatan yang 

dapat mempengaruhinya.  Konsep semi-autonomous social field ini kemudian 

disempurnakan dengan tulisan Sally berikutnya yang berjudul Legal Pluralism as 

Omnium Gatherum. Tulisan ini seakan menyatakan bahwa konsep awal yang 

dirumuskan oleh Sally relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam bedah 

fenomena kemajemukan hukum dalam satu negara. 

Sally dalam tulisan kedua tersebut menekankan adanya interaksi norma-

norma hukum yang tidak resmi dengan sistem hukum resmi yang dianut oleh suatu 

negara. Artinya konfigurasi suatu sistem hukum yang resmi dianut oleh suatu 

negara mendapatkan pengaruh dari berbagai sistem hukum lainnya yang 

berkembang pada negara tersebut. Dalam ilustrasinya, Sally menyatakan bahwa 

pluralisme hukum telah berkembang luas dari praktik adat masa kolonial sampai 

sistem hukum lokal dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dalam tulisannya yang 

 
21Ibid., hlm.729.  
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menyatakan: 

Today, as we have seen, the concept of legal pluralism has been applied 

far and wide from colonial structures, to post-colonial ethnic “customary” 

practices, to local systems of relationships among neighbors, to lenders 

and borrowers of money, to merchants buying private protection, and to 

the present global scene. It was certainly a major advance in legal 

sociology to give full emphasis to the fact that there are many non-state 

normative systems, and to acknowledge how important these systems are 

to the shape of any society. It was also useful to dispel some of the 

mythology of legal centralism.22 

Lebih lanjut Sally menyatakan bahwa konsep inti pluralisme hukum 

merupakan fenomena yang kompleks dan bervariasi dengan melibatkan interaksi 

antara norma-norma tidak resmi dan norma resmi oleh negara. Pernyataan ini 

semakin menguatkan pendapat Sally pada tulisan yang pertama tentang 

terdapatnya hukum lain di luar hukum resmi negara. Sehingga untuk mendapatkan 

pemahaman yang komprehensif terhadap pluralisme tersebut oleh Sally 

menyatakan harus dikaji dalam konteks sosial. Sehingga oleh penulis teori yang 

dikemukakan oleh Sally Falk Moore ini relevan untuk dikaji lebih lanjut. 

Terdapat tulisan Sally ketiga yang dapat menunjang validitas teori semi-

autonomous social field. Tulisan yang dimaksud adalah dengan judul Certainties 

Undone: Fifty Turbulent Years Of Legal Anthropology, 1949-1999. Dalam tulisan 

ini Sally memberikan analisis tajam terkait konsep pluralisme hukum dalam 

bidang antropologi hukum. Analisis Sally dalam tulisan ini terhadap pluralisme 

hukum mencakup evolusi pandangan terhadap hukum, pergeseran penelitian dan 

dampaknya terhadap antropologi hukum. Dalam tulisannya ini Sally menyatakan 

bahwa telah terjadi evolusi yang signifikan dalam pluralisme hukum berdasarkan 

 
22 Sally Falk Moore, “Legal Pluralism as Omnium Gatherum,” FIU Law Review, Vol. 10: 

1 (2014), hlm. 18. 
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sudut pandang antropologi hukum, pluralisme hukum dapat dilihat dari segi 

bagaimana negara memperlakukan dan mengakui adanya keberagaman dalam 

masyarakat, Sally menyatakan: 

It is clear that much of the debate that surrounds legal pluralism is not just 

an argument about words, but is often a debate about the state of the state 

today, one that asks where power actually resides. The discourse on this 

topic gets mixed with arguments about current transformations of the state 

through the empowerment of sub-national collective entities, through 

transnational phenomena, and ‘globalism’. Today, ‘pluralism’ can refer 

to: the way the state acknowledges diverse social fields within society and 

represents itself ideologically and organizationally in relation to them.23 

2. Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo 

Hukum Progresif adalah anti tesis dari hukum sebagai teknologi yang tidak 

bernurani dan hukum sebagai raja.24 Hukum progresif menawarkan  metode yang 

berbeda dengan aliran hukum yang berkembang di Indonesia. Paradigma 

positivisme hukum kemudian di balik menjadi paradigma keadilan dan ketulusan 

dalam penegakan hukum.25 Satjipto menjelaskan bahwa hakikat ilmu adalah 

kebenaran, sehingga ilmu hukum progresif hadir dan selalu gelisah melakukan dan 

mencari pembenaran.26 Keadilan dan kebenaran adalah merupakan konsep 

pelengkap terhadap kepastian hukum yang selalu di bahas dalam positivisme 

hukum. 

Tesis-tesis yang dapat diturunkan dari teori hukum progresif adalah hukum 

 
23 “Certainties Undone Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology 1949‐1999,” Royal 

Anthropological Institute 7 (2001). 

24 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Jurnal Hukum 

Progresif, Vol. 1:1 (2004), hlm. 4. 

25 Ari Wibowo, Membumikan Hukum Progresif, ed. by Mahrus Ali (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2013), hlm. 21. 

26 Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Ahmad Gunawan (ed) 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 
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yang hidup. Berbagai kesempatan kuliahnya, Satjipto sering membahas tentang 

living law sebagai basis perjalanan teoritis hukum progresif dengan membuka 

peluang sebesar-besarnya bagi keadilan hukum masyarakat adat.27 Tesis kedua 

adalah hukum hendaknya membuat bahagia, dalam konteks progresif penegak 

hukum seharusnya merasa gelisah ketika hukum belum memberikan kebahagiaan 

kepada rakyat.28 Tesis ketiga, hukum seharusnya membebaskan dan harus mampu 

keluar dari relativitas untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik.29 Selanjutnya 

adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sebuah paradigma 

dalam gagasan hukum progresif. Terakhir adalah hukum progresif menolak 

keadaan status quo dalam berhukum.30 

Rangkaian tesis yang diturunkan dari teori Hukum Progresif di atas, 

kemudian dihubungkan dengan problem akademik kedua dalam penelitian ini. 

Tesis hukum harus mampu keluar dari keadaan relativitas akan mengkaji 

bagaimana putusan MK yang berani keluar dari kewenangan yang telah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Paradigma keadilan substantif dalam 

gagasan hukum progresif akan dijadikan sebagai patokan terhadap konsep 

keadilan yang diputuskan oleh MK dalam praktik  judicial review. Terakhir adalah 

tesis hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum akan dijadikan sebagai 

kriteria dalam menilai putusan-putusan MK dalam objek penelitian. 

 
27 Awaluddin Marwan, Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap 

Filsafat Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2013). 

28 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 

2010). 

29 Ibid, hlm. 56. 

30 Ibid hlm. 62. 
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3. Konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi 

Al-Mawardi dalam kitabnya membahas tentang Siyāsah Qadāiyyah 

terhadap jabatan hakim dan jabatan mazālim. Salah satu yang dibahas adalah 

berkenaan dengan yurisdiksi peradilan.31 Konsep peradilan dalam Islam telah 

dimulai sejak era pra-Islam sampai peradilan Islam era Turki Usmani. Kamsi 

menyebutkan dalam bukunya peradilan dalam Islam dipegang oleh wilāyatul 

mazālim dan wilāyatul hisbah.32 Sebagai penguat argumen bahwa Nabi 

Muhammad SAW. telah menerapkan konsep peradilan Islam dalam konsep 

ketatanegaraan modern yaitu gabungan dari beberapa institusi, yaitu kekuasaan 

legislatif (sulṭah tasyriī`iyyah), kekuasaan eksekutif (sulṭah tanfīziyyah), dan 

kekuasaan yudikatif (sulṭah qadāiyyah).33 Peradilan mengemban tugas suci dalam 

rangka mencegah dan menghukum kezaliman untuk mewujudkan kemaslahatan 

publik. 

Prinsip siyāsah qadāiyyah yang diturunkan dalam penelitian ini adalah 

pertama, prinsip kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi 

peradilan dan segala unsur-unsur yang ada dalam peradilan. Kedua, prinsip 

musyawarah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip sumpah 

 
31 Kamaluddin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: 

Gema  Insani, 2000), hlm. 149. 

32 Kamsi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintas Sejarah (Depok: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2019), hlm. 3. 

33 Awal Rifai Wahab, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan, "Peradilan Islam Pada Masa 

Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," BUSTANUL 

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 3:1 (2022), hlm. 32–46. 
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dan pengakuan. 34Sedangkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya sebagaimana telah 

di ta`liq oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin prinsip peradilan dalam praktik 

Islam adalah kesamaan, artinya semua golongan bani berhak dihukum jika 

melakukan kesalahan dan pidana.35 Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya 

memberikan satu pembahasan dalam hakikat mencegah kemungkaran dalam 

konteks peradilan Islam adalah prinsip nasihat.36 

F. Metode Penelitian 

 

a. Jenis Penelitian 

 

Tipologi penelitian yang selaras dengan penelitian ini adalah penelitian 

hukum doktrinal. Lantaran penelitian ini cenderung berupaya melakukan 

inventarisasi hukum positif (terdiri atas UU dan putusan MK).37  Kemudian yang 

menjadi objek penelitian adalah UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan kesehatan Hewan dan berbagai putusan judicial review MK terhadap UU PKH. 

b. Sifat Penelitian 

 

Penelitian deskriptif-analitis merupakan sifat yang ekuivalen dengan 

penelitian ini. Alasan akademiknya adalah karena dalam penelitian ini terdiri dari 

2 variabel yang berbeda dan masing-masing variabel tersebut saling 

bersinggungan. Sehingga apabila lebih dari dua variabel dapat dikategorikan 

bersifat deskriptif dan apabila masing-masing variabel bersinggungan dapat 

 
34  Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh (Damaskud: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 

93-212. 

35 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Politik Islam (Jakarta: Griya Ilmu), hlm. 153. 

36 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqih Daulah (Selangor: Syabab Book Link, 2015), hlm. 192. 

37 Soetandyo Wingjosoebroto dalam Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm. 13. 
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bersifat analitis. Kedua syarat tersebut memenuhi dalam penelitian ini sehingga 

bersifat deskriptif-analitis.38 Penelitian yang mendeskripsikan materi putusan 

secara komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim MK dalam 

memberikan putusan terhadap UU yang substansinya adalah hukum Islam. 

c. Pendekatan penelitian 

 

Penelitian ini memanfaatkan model pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai produk perundang-undangan sebagai bahan analisis, 

sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menjadikan berbagai contoh kasus 

nyata sebagai bahan analisis. Sehingga apabila kedua pendekatan dikombinasikan, 

maka akan memunculkan jawaban atas permasalahan akademik dalam penelitian 

ini.39 

d. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adakah data sekunder. Data sekunder 

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok peraturan perundang-

undangan dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang. Kelompok kedua 

adalah putusan judicial review MK terhadap UU PKH. 

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup karya 

ilmiah dalam bidang hukum seperti, buku, jurnal, artikel, majalah, atau website 

lembaga tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum diparipurnakan 

 
38 Ibid. 

39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133. 
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dengan bahan non hukum seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 

Perpaduan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan non hukum sangat  membantu objektivitas penelitian ini. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data-data yang berasal dari data sekunder di atas, dikumpulkan dengan 

cara: 

1. Studi dokumen (document study), berdasarkan studi dokumen penulis 

melakukan pencarian dan pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

putusan MK. Studi dokumen ini digiatkan untuk mengumpulkan data 

berupa dokumen putusan MK. 

2. Studi pustaka (bibiography study), penulis melakukan pengumpulan data 

dengan teknik studi pustaka di perpustakaan. Hal ini digunakan untuk 

membantu penulis mendapatkan data-data yang valid berdasarkan 

kebutuhan dalam penelitian. 

3. Studi arsip (file or record study),40 sedangkan studi arsip ini dilaksanakan 

guna mengumpulkan data berupa dokumen penting berupa risalah-risalah 

rapat pembentukan UU PKH. Penulis langsung melakukan studi dari tautan 

DPR RI. 

Berdasarkan problem akademik yang telah digariskan, selanjutnya peneliti 

melakukan penelusuran untuk mengumpulkan data-data dengan berbagai cara di 

atas. Jika pada permasalahan pertama yang dikaji adalah menggunakan 

 
40 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

65. 
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pendekatan kasus, maka data-data dikumpulkan dengan cara melakukan studi arsip 

atas putusan-putusan MK.41 

f. Teknik Analisis Data 

 

Mekanisme analisis data dimulai dengan mengumpulkan bahan- bahan 

hukum dalam aplikasi Mendeley. Data yang dikumpulkan dalam aplikasi tersebut 

selanjutnya dibaca, dipahami, dan dipelajari oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan data. Hasil kategorisasi data 

tersebut kemudian dilakukan reduksi data. Hasil reduksi tersebut akan 

menghasilkan validitas data yang lebih objektif. Data yang valid tersebut 

kemudian di analisis menggunakan metode interpretasi yang dikombinasikan 

dengan pendapat para ahli hukum.42 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab menggambarkan 

sistematika yang berkelanjutan. Pada Bab I diberikan judul  Pendahuluan. Pada bab 

pendahuluan secara keseluruhan merupakan perincian  masalah yang di teliti mulai 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Sub-bab 

pertama adalah tentang Pluralisme hukum kemudian dipertajam dengan eksistensi 

pluralisme hukum di Indonesia dan tripartit hukum Islam, hukum adat, dan hukum 

positif. Sub-bab kedua adalah Progresivitas hukum yang berisi tentang genealogi 

 
41 Ibid., hlm. 64. 

42 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2004), hlm. 190-193. 
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hukum progresif, realitas progresivitas hukum di Indonesia, serta progresivitas 

hukum dalam hukum Islam. Sub-bab ketiga adalah uraian Siyāsah Qadāiyyah 

seputar konsep, asas, dan fungsi. 

Bab III berisi putusan judicial review MK terhadap UU PKH. Sub- bab 

pertama adalah uraian sekilas tentang latar belakang lahirnya UU PKH, kemudian 

dilanjutkan uraian beberapa putusan judicial review MK terhadap UU tersebut. 

Akhir bab menjelaskan tentang amar putusan dari masing-masing putusan tersebut 

di atas. 

Bab IV merupakan pokok dalam penelitian ini yang menguraikan analisis 

teori terhadap pokok permasalahan untuk menemukan jawaban dan temuan atas 

penelitian ini. Teori pluralisme hukum untuk menganalisis putusan-putusan MK 

sebagai model eksistensi nilai-nilai hukum Islam, Teori Progresivitas digunakan 

sebagai pisau analisis terhadap implikasi putusan-putusan MK yang bersifat 

positive legislature terhadap substansi hukum Islam di Indonesia, konsep siyāsah 

qadāiyyah untuk menganalisis kewenangan MK dalam menjaga kemurnian nilai-

nilai hukum Islam. 

Bab V sebagai bab terakhir merupakan bab yang bermuatan kesimpulan 

berupa temuan-temuan gagasan yang dihasilkan setelah melakukan penelitian dan 

kontribusi capaian tersebut atas peta ilmu hukum tata negara. Selanjutnya 

menguraikan kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini untuk selanjutnya 

mengusulkan problem baru untuk diteliti secara berkelanjutan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diulas pada bagian sebelumnya, 

yaitu tentang problem akademik yang mencakup tiga hal. Problem akademik 

pertama adalah konfigurasi hukum Islam dalam putusan judicial review MK di 

dalam sistem hukum Indonesia yang pluralis. Kedua, problem akademik yang 

menyatakan bahwa terjadinya pergeseran kewenangan MK dari negative 

legislature ke arah pembuatan hukum positif atau positive legislature jika dilihat 

dalam perspektif hukum progresif. Problem akademik ketiga adalah bagaimana MK 

dalam desain siyāsah qadāiyyah. Berdasarkan problem di atas dan hasil analisis 

secara sistematis dan kritis, tesis ini telah mengemukakan setidaknya 3 hal temuan 

penting sebagai berikut.  

Pertama, eksistensi konfigurasi nilai hukum Islam dalam UU PKH 

khususnya pada Pasal 58 ayat (4) pasca keluarnya putusan judicial review 

Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan. Perubahan yang ditemukan adalah 

permohonan konstitusionalitas dari kelompok masyarakat yang merasa hak 

konstitusionalnya sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan terhalangi 

oleh Pasal tersebut. Pasca putusan tahun 2011 tersebut maka Pasal yang diuji 

tersebut tidak secara umum mengatur semua hewan yang dijual dan diproduksi akan 

tetapi hanya untuk hewan tertentu saja. Hal ini merupakan pertimbangan 

kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Indikator kemajemukan tersebut 

berupa pertimbangan kesesuaian dengan konstitusi, pertimbangan penerimaan 
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masyarakat, pertimbangan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum lain yang 

berlaku, pertimbangan hukum positif sebagai payung hukum bersama, serta 

berdasarkan pertimbangan perlindungan terhadap masyarakat.  

Kedua, Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi dari pembatal norma 

yang bertentangan dengan konstitusi ke arah pembentuka norma baru layaknya 

badan legislasi adalah wujud hukum yang dinamis dan perubahan dalam dinamika 

interaksi sosial kemasyarakatan. Pergeseran Dari Negative legislature ke arah 

positive legislature merupakan wujud progresivitas dalam penegakan hukum yang 

mengandung nilai keadilan substansial dalam hukum di Indonesia. Pergeseran 

tersebut berkesesuaian dengan paradigma konsep hukum progresif yang digiatkan 

oleh Satjipto Rahardjo. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut 

berdasarkan penelitian ini juga berdasarkan alasan preventif terhadap kekosongan 

hukum pasca pembatalan norma oleh MK sendiri.  

Ketiga, wewenang kelembagaan MK mampu mengadopsi prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi dengan prinsip 

independensi, keadilan, dan penegakan konstitusi. Korelasinya dengan putusan 

judicial reviewpada penelitian ini adalah prinsip independensi MK mampu 

mewujudkan penagakan hukum yang dinamis sehingga berbagai Pasal yang dinilai 

inkonstitusional terhadap Konstitusi dibatalkan oleh MK demi keadilan dan 

terpenuhinya hak konstitusional warga negara. 

 

 

 



128  

 

 

B. Saran 

Merujuk terhadap temuan yang digambarkan pada bagian sebelumnya, 

selanjutnya penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. 

Sehingga terdapat beberapa poin saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, 

penelitian tesis ini dalam proses penyelesaiannya memiliki keterbatasan secara 

waktu, materi muatan, data, serta teori yang komprehensif. Penelitian ini hanya 

membahas konfigurasi hukum Islam di Indonesia pada batas UU PKH dan putusan 

judicial review MK. Sehingga keterbatasan dan kekurangan penelitian ini 

diharapkan menjadi ladang penelitian selanjutnya tentang konfigurasi hukum Islam 

dan tata hukum di Indonesia. Kedua, penulis menyarankan untuk memperkuat 

penelitian tentang hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dikarenakan 

dewasa ini hukum yang berlaku dan dibuat oleh lembaga legislasi berpotensi adalah 

produk politik. Sehingga kepentingan politik dapat mengalahkan kepentingan 

agama dalam keadaan tertentu. Islam sebagai agama mayoritas tentu harus 

mendapatkan perhatian khusus dalam konfigurasi hukumnya. 
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